
SALINAN 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 
NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016-2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang 	a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka 
Nomenklatur penyebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah perlu untuk disesuaikan; 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika dan lampiran 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 perlu untuk 
disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya &, Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur 8s Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
2286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 4725, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia No. 4817 ); 
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14 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5941); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
201 1-2025; 

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RP,JMN 
Tahun 2015-2019; 

21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 107); 

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
136); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 459); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor I Seri E); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 
Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor 15); 

29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 
1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 - 2019; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2012 Nomor 2). 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 
2016). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO 

dan 

BUPATI PONOROGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016-2021. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 
Nomor 1) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

Sistematika RPJMD terdiri atas : 
BAB I 	Pendahuluan; 
BAB II 	Gambaran umum kondisi daerah; 
BAB III 	Gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka 

pendanaan; 
BAB IV 	Analisis 	strategis; 
BAB V 	Visi, misi, tujuan dan sasaran; 
BAB VI 	Strategi dan arah kebijakan; 
BAB VII 	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program perangkat 

daerah; 
BAB VIII 	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
BAB IX 	Penutup. 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dalam Lampiran diubah dan ayat (2) dihapus, 
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagaimana berikut : 

Pasal 5 

(1) Isi dan Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

(2) Dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 25 Januari 2019 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 21 Pebruari 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

'17D. 

AGUS PRAMONO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 1 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI 
JAWA TIMUR: 22- 1/2019 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKR TARIAT DAERAH 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 
NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016-2021 

I. UMUM. 

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN) dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam setiap 
pergantian Kepala Daerah, diharuskan membuat dokumen perencanaan 
pembangunan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RPJMD pada dasarnya adalah 
merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih selama 
5 tahun yang akan datang dimana prosesnya harus melibatkan DPRD untuk 
persetujuannya yang berbentuk Perda (Peraturan Daerah). 

Penyusunan dokumen RPJMD sebagai suatu bentuk perencanaan 
strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan dengan memperhatikan 
pendekatan dalam penyusunan perencanaan, penelaah kondisi dan 
permasalahan daerah serta identifikasi potensi sumber daya yang ada agar 
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap 
berada dalam tatanan sistem manajemen pembangunan nasional. Dengan 
demikian, RPJMD Tahun 2016-Tahun 2021 merupakan dokumentasi rencana 
pemenuhan kebutuhan nyata serta untuk mengantisipasi berbagai persoalan 
aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat. 

Kabupaten Ponorogo seiring dengan telah dilantiknya Drs. H. Ipong 
Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno, M.M. pada tanggal 17 Februari 2016 
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, telah menyusun RPJMD yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 
2016. RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 ini nantinya akan 
menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) 
dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. 

Diterbitkannya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
ditindaklanjuti di Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal tersebut mengakibatkan 
perlu dilakukannya penyesuaian nomenklatur dalam Perda RPJMD 
Kabupaten Ponorogo. Selain itu juga dilakukan penyesuaian substansi isi dan 
sistematika dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terbaru. Uraian sebagaimana tersebut diatas adalah latar 
belakang disusunya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021. 



II. PASAL DEMI PASAL : 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR HER 
NIP. 19640 

AN S.H. 
199303 1 008 



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PONOROGO 
NOMOR 	: 1 TAHUN 2019 
TANGGAL : 25 JANUARI 2019 

RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO 
TAHUN 2016-2021 



Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Timur dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo. Namun dengan 
keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka pelaksanaan pembangunan 

dapat berjalan dengan maksimal maka kebijakan pendanaan pembangunan 

diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha metalui kerjasama 

pembiayaan pembangunan dengan skema kerjasama Pemerintah dengan swasta 

(Publik Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan Corporate Sosial 
Responsibility (CSR) dan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari 
pelaku usaha, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Lernbaga 
Internasional. 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  

NIP. 19640707 199303 1 008 

PERUBAHAN RP1M0 KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 - 2021 

BAB IX PENUTUP 
	335 
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